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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah bagaimana bentuk 

perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap 

anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah dan kendala 

apa sajakah yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam 

memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis 

oleh guru di sekolah, maka berdasarkan pada hasil penelitian, wawancara 

dan pembahasan, akhirnya penulis berkesimpulan: 

1. Bentuk perlindungan Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak 

sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah: 

a) Perlindungan psikologis, yang tahapannya adalah: 

1) Konsultasi 

2) Identifikasi 

3) Motivasi 

4) Pendampingan 

b) Perlindungan yuridis yaitu melakukan langkah-langkah hukum 

terhadap oknum yang diduga melakukan kekerasan psikis. 

2.  Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak 

dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban 

kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah: 
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a) Sulit untuk membedakan anak yang mengalami kekerasan psikis 

yang dilakukan oleh guru dengan anak yang sedang mempunyai 

masalah pribadi. 

b) Tidak banyak orang yang menjadi korban kekerasan melaporkan 

kekerasan yang menimpanya kepada Lembaga Perlindungan Anak 

ataupun kekepolisian. 

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka untuk mencegah 

terjadinya dalam dunia pendidikan maka perlu adanya: 

1. Sosialisasi mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak dan hak-hak 

anak ditiap-tiap sekolah dan orang tua murid sehingga aparat sekolah 

dan guru dapat mengetahui tentang hak-hak anak  dan Undang-undang 

Prlindungan anak, serta orang tua murid apabila anaknya menjadi 

korban kekerasan oleh gurunya dapat meminta bantuan kepada 

Lembaga Perlindungan Anak. 

2. Lembaga Perlindungan Anak hendaknya mengoptimalkan fungsinya 

sebagai lembaga anak. 

3. Hendaknya Lembaga Perlindungan Anak dalam menyelesaikan kasus 

kekerasan psikis  yang dilakukan oleh guru di sekolah melalui proses 

hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 
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